Menimbang :

Mengingat :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLTK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUIAN YANG MAHAESA
PRESIDIEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No-
mor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum dipandang per-
lu untuk mengadakan perubahan:terhadap Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-
anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang
bertujuan untuk men?empurnakan sesuail dengan perkem-

bangan kcadaan ;

I. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20Q ayat
(1) Undang-undang Dasar 1945 ;

Z. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1973itentang Garis-garis Be-

sar Haluan Negara ; !

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2914) ;

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rékyat, Dewan Per-

wakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah

(Lembaran .vivisusmsnss
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Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lem-
haran Negara Nomor 2915) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan pi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Kepegawaian (Lembaran Nggafa Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

Undang-undang Nomor 3 Tahun'1975 tentang Partai Po-
litik dan Golongan Karya (Lémbaran Negara Tahun 1975
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3Q62) 3

Dengan persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Republik

Indonesia,

MEMUTUGSKAN

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG- ‘UNDANG NOMOR 15
TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA ANGGOTA BADAN
PLRMUSYAWARATAN/PLRWAKILAN RAKYAT.

Pasal I

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

a.

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Maje-
lis Pcrmusyawarétan Rakyat selanjutnya disebut MPR,
Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya
disebut DPRD I, dan Dewan Perwakilan 'Rakyat Daerah
Tingkat II selanjutnya disebut DPRD fI -

Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD
11

Pasal 11
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Pasal L

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Ta-

hun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, diubah sebagai
berikut : |

1.

Pada Pasal 2 ayat (1) ditambahkan kalimat yang her-
bunyi "kecuali apabila Pemerintah mémpertimbangkan
penggunaan hak memilihnya, yang keténtuannya diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah'.

Pada Pasal 7 ayat (1) perkataan "serentak secara her-
turut-turut dalam satu hari!' diganti dengan '"dalam

satu hari dan serentak di seluruh Indonesia'.

Pada Pasal 10 ditambah ketentuan yang dijadikan ayat
(3), yang berbunyi sebagai berikut

"Persyaratan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf a tidak berlaku bagi mereka yang telah diper-
timbangkan penggunaan hak memilihnya berdasarkan Pa-
sal 2 ayat (1),

Pada Pasal 15 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi
"untuk pemilihan umum adalah organisasi yang memenuhi
syarat tersebut dalam Pasal 17 dan atau Pasal 34 ayat
(1)" diganti dengan "untuk keanggotaan Badan Perwa-
kilan Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah dua Organi-
sasi Golongan Politik dan satu Organisasi Golongan
Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, éartai De-

mokrasi Indonesia dan Golongan Karya'.

Pada Pasal 16 huruf b, ditambahkan ketentuan yang ber-
bunyi "serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah
Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat

dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau

kenegaraan'.
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Pada Pasal 17 ayat (1) kata "seorang' diganti de-

ngaﬁ "seseorang" dan sesudah kata "organisasi" di-
tambahkan perkataan '"seperti tersebut dalam Pasal

15 ayat ([1]".

Pasal 17 ayat (2) dihapus.

Pada Pasal 18 ayat (5), perkataan '"Nama calon" di-
bapus, dan kata "ditetapkan'' diganti dengan kata
"diputuskan".

Pada Pasal 18 ayat (6), perkataan "Nama calon" di-

ganti dengan "Nama organisasi'.

Pada Pasal 19 ditamhahkan ketentuan jyang dijadikah
ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) fang berbunyi se-
bagai berikut :

"(4a) Daftar calon heserta 1ampiran~1ampirannya di-

sampaikan kepada

a. Panitia Pemilihan Indonesia, untuk pemi-
lihan anggota DPR 3

b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, untuk
pemilihan anggota DPRD I ;I

c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, untuk
pemilihan anggota DPRD I1. ,

(4b) a. Seorang calon ditolak oleh Panitia Pemilihan
yang bersangkutan jika ia tidak memenuhi
syarat-syarat untuk menjadi calon seperti
tersebut dalam Pasal 1G ;

b. Pengeluaran seorang calon dari daftar calon
oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan di
beritahukan kepada organisasi yang mengajukan
calon dengan disertai alasannya, dan organi-
sasi tersebut diberi kesempatan untuk memper-

baikinya.

(4c) Nama .......
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(4c) Nama calon dari organisasi yang telah disah-
kan disusun dalam daftar calon dan diumumkan
dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan mela-
lui media pengumumanllainnya secara luas dan
effektif".

Pada Pasal 21 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi
"badan perwakilan dilakukan secara serentak' diganti
dengan ''Badan Perwakilan Rakyat dilakukan serentak

pada tanggal yang sama di tempat pemungutan suara'.

Pada Pasal 21 ayat (5), bagian kalimat yang berhunyi
”masingtmasing jenis badan‘perwakilﬁn” diganti dengan
"bagi ketiga jenis Badan Perwakilan Rakyat'", dan kata
"pelaksanaannya" diganti dengan "hal-hal lain menge-

nai surat suara'. . i

Pada Pasal 23 ditambahkan ayat Lla)'yang ketentuan-.
nya berbunyi "Penetapan bagi calon yang dinyatakan
terpilih untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II
terikat pada nomor urut dalam aaftar calon yang sudah

disahkan'.

Judul BAB X Undang-undang yang berbunyi "PENGGANTIAN,

PANITIA PEMERIKSAAN DAN PERMULAAN KEANGGOTAAN' digan-
ti dengan "PENGGANTIAN TERPILIH DAN PANITIA PEMERIK-

SAAN". |

Pada Pasal 25 ayat (2) perkataan "dan permulaan ke-

anggotaannya' dihapus.

Pada Pasal 27 ayat (2), antara kata "dan" dengan
perkataan "tidak terganggu' ditambah dengan perkataan

"rahasia serta".

Pada Pasal 27 ayat (4)
a. kata "orang" diganti denganr”organisasi”';
b. perkataan "menjadi terpilih' diganti dengan "mem-

peroleh tambhahan suara'.
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Pada Pasal 27 ayat (10Q) antara kata '"pidana" de-
ngan kata '"denda" ditambah dengan perkataan "ku-
rungan selama-lamanya tiga bulan atau pidana" dan

kata "seribu'" diganti dengan '"lima belas ribu".

Pada BAB XII ditambah dengan ketentuan yang dijadi-

kan Pasal 3la ayat (1) dan ayat (2),yang berbunyi

sebagail berikut f

"(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-
undang ini adalah sejak saat pendaftaran Pe-
milih dimulai sampai dengén difesmikannya ke~
anggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat. '

(2) Tahun Pemilihan Umum mgnufut Undang-undang ini

adalah tahun pada waktu diselenggarakan pemu-

ngutan suara'.
BAB XIII Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dihapus.

Ketentuan Pasal 35 diganti dengan ketentuan yang ber-
bunyi sebagai berikut

"Aturan-aturan sélanjutnya berdasarkan Undang-undang
ini yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilihan
Unum dengan sebaik-baiknya, ditetapkan dengan Per-

aturan Pemerintah',

Pasal T.IEY

ang-undang ini dapat disebut ['Undang-undang Pcrubahan

ang-undang Pemilihan Umum'.

Pasal IV

ang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-

kan.

F{ o
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Undang-undang iﬁi dengan pe-

nempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1975.—

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. |

Diundangkan di Jakarta : 2 QEHARTO

pada tanggal 24 Nopember 1975.- JENDERAL TNI.

i
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUEBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H. : '

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 38.
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PLNJELASAN
, ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 4  TAHUN 1975

TENTANG .
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969

TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

PENJELASAN UMUM

Perubahan terhadap Undang-undang Pemilihan Umum ini, pada po-
koknya didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Ha-
luan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Perubahaﬁ
tersebut tidak bersifat fundamentil yang berarti;tidak merubah da-
sar fikiran, tujuan, azas serta sistim ppmilihanfumum sepertli yang
dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-undang Pemilihan Umum. Tuju-
an mengadakan perubahan itu adalah semata-mata menyempurnakan Un-
dang-undang Pemilihan Umum disesuaikan dengan ke%entuan—ketentuan
dalam bidang politik yang termaktub dalam kedua Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat tersebut diatas. .

Diantara ketentuan-ketentuan tersebut yahg perlu diperhatikan ada-

lah : : ‘ ;

a. bahwa perlu meningkatkan kesadaran Rakyat agar supaya sebanyak
mungkin Rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum ;

b. bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975
tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka ditetapkan un-
tuk selanjutnya Pemilihan Umum diikuti oleh dua Partai Politik
dan satu Golongan Karya yaitu Partai Persatuaﬁ Pembangunan, Par-

tai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Selain itu perubahan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut di-
dasarkan pula atas pengalaman dalam pelaksanaan Undang-undang itu
pada Pemilihan Umum Tahun 1971.

Diantard scsmsmassw
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Diantara pengalaman tersebut adalah mengenai prinsip sistim daf-
tar yang dalam Uﬁdang~undang dinyatakan sebagai pengakuan terhadap
stelsel organisasi atau kedaulatan organisasi yang ikut serta dalam
kehidupan ketatanegaraan melalui pemilihan umum.;
Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Undang-undang

ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagal berikut

1. Pendaftaran Pémilih.

2. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan

(didasarkan atas hasil pendaftaran jumlah penduduk).

3. Pengajuan Nama dan Tanda Gambar Organisasi.

4. Pengajuan Nama Calon (Pencalonan).

5. Penelitian Calon-calon.

6. Penetapan Calon-calon/Penyusunan Daftar Calon.

7. Pengumuman Daftar Calon. , j

8. Kampanye Pemilihan. '

9. Pemungutan Suara.

0. Penghitungan Suara. ‘

L. Penetapan hasil Pemilihan Umum, meliputi : !
a. Pembagian Kursi (Jumlah kursi untuk tiap Organisasi) ;
b. Penetapan Terpilih ;
c. Penetapan/Peresmian menjadi anggota.

Z. Pengambilan Sumpah/Pelantikan anggota%anggota.

Untuk kepentingan pemilihan umum para peserta Pemilihan Umum
tetap mempunyai kebebasan, perlakuan dan‘kesempatan yang sama untuk
bergerak diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya tetap berlaku ketentuan,:bahwa mereka yang tidak
menggunakan dan atau tidak mempunyai hak memilih dan atau dipilih
antara lain seperti dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 2
ayat (1], tidak dibenarkan berkampanye.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Irian Jaya diatur tersendiri
berdasarkan atas perkembangan keadaan di daerah yang hersangkutan

herdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

Perubahhn T e Tl T E T e Tol TP ———




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2 3 5

Perubahan-perubanan dalam Undang-undang Pemilihan Umum terse-

but antara lain meliputi :

a.

Penambahan perkataan "kecuali apabila Pemerintah mempertimbang-
kan ponggunaan hak memilihnya, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah" pada Pasal 2 ayat (1), ialah
untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah membuat penilaian
terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya itu, pada suatu wak-
tu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, térbatas di~

antara Golongan C dengan penelitian secara cermat ;

Penggantian perkataan "serentak secaré barturut~turut dalam sa-
tu hari'" dalam Pasal 7 ayat (1)}, dimaksudkan agar supaya pemu-
ngutan suara dalam Pemilihan Umum untuk keanggotaan DPR, DPRD I,
dan DPRD II dilakukan oleh Kelompok Pcnyclenggara Pemungutan
Suara (KPPS) dalam satu hari dan serentak di seluruh Indonesia
dengan menggunakan 3 [tlga] macam surat suara.

Sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (10),' Pasal 21 ayat (3) dan (4),
dan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Téhun 1969, anggota
KPPS terdiri dari unsur-unsur Pemerintah. i

Utusan-utusan dari Parpol/Golkar mengawas i peléksanaan penghi-
tungan suara, ikut serta menghitung dan menanda-tangani Berita

Acara Penghitungan Suara sebagai saksi ;

Penambahan syarat pendidikan bagi caloﬁ aﬁggota, dimaksudkan
bahwa disamping dapat berbahasa Iﬁdonesia dengan baik, cakap me-
nulis dan membaca huruf latin, perlu juga peningkatan syarat pen-
didikan, yakni berpendidikan Sekolah Lanjutan Pertama atau yang
berpengetahuan sederajat serta perlu dilengkapi dengan syarat
pengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan mengingat
tugas yang harus dihadapi anggota Badan Perwakilan Rakyat.

Adapun mengenai syarat kesehatan jiwa/ingatan bégi Calon Anggota
Badan Perwakilan Rakyat pengujiannya dapat dilakukan oleh dokter

umum Pemerintah ;

Penghapusan perkataan '"Nama calon" dalam Pasal 18 éyat (5), di-
maksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 18 yang meng-

atur pengajuan dan pengumuman Tanda Gambar dan Nama Organisasi.

Menurut ..... IS g
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Menurut Undang-undang Pemilihan Umum;pencalonan dimulai dengan
pengajuan Tanda Gambar Organisasi dan Nama Organisasi sedang-
kan pengajuan nama calon dilakukan kemudian setelah Tanda Gam-
bar dan Nama Organisasi ditetapkan dan diumumkan dalam Berita
Negara ;

e. Penambahan ketentuan pada Pasal 23 dimaksudkah untuk menentu-
kan prosedur dalam penetapan calon yang dinyatakan terpilih se-
~gera sctelah selesai penetapan hasil pemilihan yaitu dengan ca-
ra Panitia Pemilihan yang bersangkutan menetapkan calon-calon
yang menjadi terpilih menurut nomor urut penempatan nama calon
dalam daftar calon yang diajukan olch organisasi yang bersang-
kutan ; ; ‘

f. Penggantian kata "orang" dan perkataan "menjadi terpilih'" da-
lam Pasal 27 ayat (4) dimaksudkan untuk menyesuaikan sistim Pe-
milihan Umum yang menggunakan stelsei daftar, yaitu pemilih ti-
dak memilih orang tetapi memilih organisasi, sehingga sesuatu
organisasi yang sebenarnya tidak dikehendaki untuk dipilih da-

lam hal ini kemungkinan akan memperoleh tambahan suara.

Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan/
perkataan dari Undang-undang yang dinyatakan hapus, maka ketentuan/
perkataan tersebut dalam Penjelasannya jpga'dihapus. Selanjutnya
apabila dalam Penjelasan Undang-undang ada hal-hal yang telah berubah
dengan perkcmﬁangan peraturan perundang-undangan, maka perubahan
tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal II ; ‘ E
Cukup jelas.

Pasal I1II
Cukup jelas.

Pasal 1V

Cukup jelas. ‘
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3063.
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